
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR ll TAHUN 2025

TENTANG
PERUEIAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Mcnimbang a. bahwa setiap penduduk berhak memperoleh
pelayanan kesehatan termasuk bagi Orang Asli Papua
(OAP) dengan sumber pendanaan utamannya berasal
dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;

berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah
Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan
keiembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua
wajib mengalokasikan anggaran kesehatan untuk
upaya pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua
(oAP);

bahwa Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 48
Tahlan 2024 tentang Jaminan Pembiayaan Kesehatan
Bagi Orang Asii Papua, perlu ditinjau kembali untuk
dilakukan perubahan;

bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Cubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubemur Nomor 48 Tahun 2024
tentang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Orang
Asli Papua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tcntang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2O2l Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43O 1),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202 I tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 202 I Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undarrg-
Undang Nomor 7 Tahun 202 1 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736];

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasionai (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

i0. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahwn 2O22 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6804);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 tentang
Penaaggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1 99 1 Nomor 49,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 24
Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 53);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 20 I 9 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 238,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6730);
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Menetapkan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 202 I tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, derr Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Peiaksanaan Otonomi Khusus provinsi papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731 );

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T7 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O
Nomor 1781);

18. Peraturan Gubemur Papua Tengah Nomor 55 Tahun
2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 48
TAHUN 2024 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN
KESEHATAN BACI ORANG ASLI PAPUA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 48
Tahun 2O24 tentang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi
Orang Asli Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2024 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3
Penerima manfaat Jaminan Pembiavaan Kesehatan
terhadap layanaa kesehatan yang tidak ditanggung
oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah Orang Asli Papua yang berdomisili di
seluruh tanah Papua yang dibuktikan dengan kartu
tanda penduduk dan kartu keluarga dan terdaftar
sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibuktikan
dengan Nomor Kepesertaan BPJS/Kartu BPJS.
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Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal II
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 JuI 2O25

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 23 Juli 2O25

B. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR O12

AH PQ
engan aslinya

UKUM

G, SH., M.H.
NIP 2002121oo2

t//
YULIUS


